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 BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 

tentang Pengelolaan Keuangan Negara maka Pemerintah Daerah wajib menyusun 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah 

(RPJM), Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD). 

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar 

pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, 

partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Hal tersebut bermakna bahwa 

perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana 

yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel juga harus konsisten dengan 

rencana lainnya yang relevan; kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi 

aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam 

proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk 

memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi 

implementasinya.  

Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan 

SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas 

dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD. RPJM Daerah merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya 

berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah 

kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, 

dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan KerjaPerangkat 

Daerah, dan program kewilayahan disertai denganrencana-rencana kerja dalam 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang 

merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal 

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis 

Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan 

strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen 

nasional. 
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Adanya Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2013–2018 dan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu disusun Renstra baru Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengahsebagai 

upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu Institusi Teknis 

dalam melaksanakan pembangunan. 

1.2. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa 

Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-

92); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang 

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
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9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4868); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059);  

13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5068); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

16. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4693); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 19Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah(Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor Seri E Nomor 1); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 7); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 

Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Nomor 9); 

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 
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(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 

Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2013–2018; 

40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor  61 Tahun 2016 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Jawa Tengah; 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sebagai 

dokumen teknis pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013 – 2018.  

Secara umum, tujuan dari disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah:  

a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;  

b. Sebagai Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran 

organisasi; dan  

c. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 

dalam kurun waktu lima tahun serta capaian kinerja tahunan.  
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1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, 

Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan 

BAB II    GAMBARAN PELAYANAN  

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur 

Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan 

Peluang Pengembangan Pelayanan. 

BAB III   ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, 

dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan 

Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu 

Strategis. 

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN 

KEBIJAKAN 

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Pembangunan Jangka 

Menengah Provinsi Jawa Tengah                                   Tahun 

2013-2018, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan 

Kebijakan  

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 

Bab ini menguraikan indikator kinerja sasaran dalam RPJMD yang 

harus didukung oleh Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. 

BAB VII PENUTUP 
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